
 

BAB  V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  kajian  studi  yang  telah  dilakukan  maka  dihasilkan  

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Untuk tingkat kajian KeSiapsiagaan Pemerintan terhadap bencana tanah longsor 

di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dengan menggunakan 5 indikator 

keSiapsiagaan Pemerintah dari LIPI–UNESCO/ISDR, 2006 (Pengetahuan dan 

Sikap, Kebijakan dan Panduan, Rencana Tanggap darurat, Sistem Peringatan 

Bencana dan Mobilisasi sumberdaya). Mendapatkan hasil nilai indek 

keSiapsiagaan Pemerintah (Pemerintah Kabupaten Agam, Staf Pemerintah 

Kabupaten Agam, dan Pemerintah Kecamatan) yaitu 66 yang merupakan 

kategori KeSiapsiagaan (Siap) sesuai dengan kategori nilai indek 

keSiapsiagaan Pemerintah dari LIPI–UNESCO/ISDR, 2006. 

2. Hasil kesimpulan tingkat keSiapsigaan Pemerintah dari 5 parameter yaitu 

Pengetahuan dan Sikap, Kebijakan dan Panduan, Rencana Tanggap darurat, 

Sistem Peringatan Bencana dan Mobilisasi sumberdaya. 

a)  Untuk  tingkat   persentase   keSiapsiagaan   Pemerintah P1 (Pemerintah 

Kabupaten Agam) yaitu mempunyai keSiapsiagaan “Siap”, yang mana 

Pemerintah Kabupaten Agam masih memiliki kekurangan pada 

indikator-indikator yang ada seperti, Mobilisasi Sumber Daya yang 

mana “belum menciptakan mekanisme komunikasi lintas lembaga 

dalam berbagai peran demi memberikan respon efektif untuk 

pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa kritis bencana”. 

Kemudia pada indikator Kebijak dan Panduan “Pemerintah 

Kabupaten Agam belum memiliki kebijakan terkait pengelolaan seputar 

tempat-tempat evakuasi dan gedung gedung untuk penyelamatan 

sementara bencana tanah longsor, kemudian belum tersedianya 

peraturan terkait pengecekan dan pemeliharaan Gedung-gedung tempat 

evakuasi, kemudian RTRW Kabupaten Agam belum mengakomodir 

kebutuhan penanggulangan bencana/manejemen resiko bencana, 

sehinga belum dapat di manfaatkan untuk mencegah atau mengurangi 



 

keterpaparan bahaya bencana Tanah Longsor dan upaya pengurangan 

resiko bencana Tanah Longsor. 

b) Untuk tingkat persentase ke Siapsiagaan Pemerintah P2 (Staf Pemeritah) 

yaitu mempunyai Kesiapsiagaan “Hampir Siap”. Diketahui yang mana 

Pemerintah Kabupaten Agam (Staf Pemerintah) masih memiliki 

kekurangan pada indikator-indikator Kesiapsiagan Pemerintah yang ada 

seperti, pada indikator Sistem Peringatan Bencana yang diketahui 

memiliki kekurangan pada permasalahan upaya mitigasi bencana 

masih berjalan kurang baik dan tidak responsif yang di sebabkan 

kurangnya sistem peringatan bencana tanah longsor di Kecamatan 

Malalak, kemudian pada indikator penjelasan tingkat kerentanan 

masyarakat terhadap bencana alam diketahui masih kurang nya 

pengetahuan Staf Pemerintah tentang kerentanan masyarakat sekitar 

Kecamatan Malalak terhadap bencana tanah longsor, kemudian untuk 

(Staf Pemerintahan) masih kurang melakukakan seminar dan 

pemberian materi terkait bencana tanah longsor dari upaya mitigasi 

dan kesiapsiagaan bencana tanah longsor yang dilakukan secara 

berkala dan berkelanjutan, pada indikator Pengetahuan dan Sikap 

memiliki kurang pada pengetahuan Staf Pemerintah seperti (tentang 

kerentanan fisik fasilitas-fasilitas kritis, dan kerentanan fisik lokasi).  

c)   Untuk tingkat   persentase   kesiapsiagaan   Pemerintah P3(Pemerintah 

Kecamatan) yaitu mempunyai kesiapsiagaan “Hampir Siap”. Dengan  

masih memiliki kekurangan di beberapa indikator kesiapsiagaan 

Pemerintah seperti pada indikator Kebijakan dan Panduan diketahui 

Pemerintah Kecamatan masih kurang memahami tentang becana 

tanah longsor secara menyeluruh seperti pemahaman akan Peraturan 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan, 

penyimpanan, dan pendistribusian dalam keadaan darurat), kemudian 

masih kurangnya keaktifan beberapa kelompok siaga bencana yang ada 

di 4 Nagari yang ada di Kecamatan Malalak, Pelatihan/simulasi 

bencana yang masih sedikit diadakan oleh Instansi terkait 

kesiapsiaggaan bencana. 



 

3. Upaya  pengurangan  risiko  bencana  tanah  longsor yang dihadapi oleh instansi-

instansi Pemerintah (Pemerintah Kabupaten/kota, Staf Pemerintah, dan Pemerintah 

Kecamatan) untuk meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah di Kecamatan Malalak 

Kabupaten Agam. Berikut tingkat kesiapsiagaan dan upaya pengurangan resiko 

bencana tanah longsor; 

a) Dalam Upaya Pengurangan resiko bencana tanah longsor untuk 

Pemerintah tersebut harus ada menyediakan peta zona bahaya bencana 

tanah longsor, Staf Pemerintah dan Pemerintah Kecamatan mengikuti 

pelatihan/simulasi dari instansi lain mengenai kesiapsiagaan bencana 

tanah longsor minimal 1 kali dalam setahun, Pemerintah Kabupaten Agam 

harus membangun bangunan khusus di Kecamatan Malalak untuk tempat 

evakuasi korban bencana tanah longsor, serta menyediakan jalur khusus 

yang diperuntukan untuk jalur evakuasi bencana tanah longsor, 

penyediaan sistem peringatan bencana tanah longsor, Setiap nagari yang 

ada di Kecamatan Malalak  harus ada tim siaga bencana tanah longsor 

yang aktif yang berasal dari warga dan pemuka adat nagari/jorong, 

membuat bahan atau materi tentang pembelajaran bencana dan 

kesiapsiagaan bencana tanah longsor untuk masyarakat dan pemerintah 

Kecamatan agar memahami tetang penaggulangan bencana.  

b) Dalam Upaya Pengurangan resiko bencana tanah longsor untuk 

Pemerintah Kabupaten Agam harus memberikan materi dan bahan kepada 

Staf Pemerintah tentang pengetahuan bencana yang termuat dalam 

peraturan dan penangan dini bencana tanah longsor, Pemerintah 

Kabupaten Agam membuat kebijakan /program tersendiri dari kebijakan 

dan peraturan dari pemerintah untuk membuat penggulangan bencana, 

BPBD memberikan penyampaian/sosialisai kepala semua instansi 

pemerintah terkait dalam penangan bencana tanah longsor, tentang jalur 

evakuasi dan nomor faslistas penting untuk kesiapsiagaan bencana tanah 

longsor.  

c) Dalam Upaya Pengurangan resiko bencana tanah longsor untuk 

Kecamatan Malalak tersebut, BPBD memberikan Pelatihan/Simulasi 

tentang kesipsiagaan bencana kepada Pemerintah Kecamatan yang terdiri 



 

dari Camat, wali nagari, dan Kelompok siaga bencana yang ada pada 

Kecamatan Malalak. 

  Upaya-upaya diatas dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta 

penangan  Instansi-instasi Pemerintah terkait bencana tanah longsor baik secara 

mitigasi aktif dan mitigasi pasif.  

1.2  Rekomendasi 

Untuk Rekomendasi ada beberapa hal yang dapat dikomendasikan dari hasil studi 

tingkat kesiap siagaan Pemerintah, sebagai berikut: 

1. Rekomendasi terhadap Pemerintahan Kecamatan Malalak 

a.  Mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang kesiapasigaan bencana tanah 

longsor yang bersifat skala nasional atau internasional di adakan oleh 

instansi terkait. 

b. Membuat tim siaga bencana setiap nagari lebih aktif dikarenakan dapat 

dimanfaat kan untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi becana, dan dapat 

menjadikan Nagari/Desa tangguh bencana sebagai dasar dalam peningkatan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di tigkat Kecamatan. 

c .  Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam 

melaksanakan setiap program, dimana Pemerintah harus terlebih dahulu 

mengkaji setiap aspek yang terkait yang akan dilaksanakan, kemudian juga 

sebagai masukan bagi Pemerintah Kecamatan untuk mencari solusi dari 

masalah yang ditimbulkan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap 

masyarakat yang terikat dengan kebijakan tersebut. 

d. Pemerintah harus memberi pemahaman kepada masyarat dan kelompok 

siagaa bencana tentang penanganan dan protap pelaksanaan kesiapsiagaan   

bencana tanah longsor agar semua memahami tetang penaggulangan 

bencana tanah longsor. 

2. Rekomendasi terhadap BPBD Kabupaten Agam 

a) Memasang tanda/rambu tanda bahaya rawan tanah longsor/gerakan tanah, 

dikarenakan banyak masyarakat yang kurang mengetahui bahwa kawasan  

tersebut Zona Bahaya gerakan tanah/tanah longsor. 

b) Memberikan Pelatihan/simulasi kepada Staf Pemerintah dan kelompok siaga 

bencana dikarenakan masih kurang pahamnya tentang bahaya bncana tanah 

longsor oleh komunitas siaga bencana dan jugak Staf Pemerintahan tersebut 



 

.oleh karna itu BPBD Kabupaten Agam agar memberikan simulasi atau 

Pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana alam terutama tanah longsor secara 

berkala setiap tahunnya. 

c) Menambah alat pendekteksi bahaya gerakan tanah/tanah longsor, menambah 

rambu-rambu tanda bahaya tanah longsor, dan jugak berupaya menyediakan 

peta jalur evakuasi bencana tanah longsor di Kecamatan Malalak dan jugak 

peringatan bencana tanah longsor.  
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